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Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memastikan relevansi Teori Pertumbuhan Klasik Neo Solow
Swan dalam analisis pertumbuhan ekonomi di negara berkembang belakangan ini. Adpuan tujuan
penelitan ini adalah untuk menganalisis peran belanja pemerintah meliputi dampak belanja gaji
terhadap inflasi, belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan belanja infrastruktur terhadap
investasi, dampak investasi dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel untuk 32 propinsi dalam
periode 2012-2017 di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang
diperoleh dari berbagai sumber antara lain Bank Indonesia, BPS, World Bank dan DJPK. Metode
analisis dalam penelitian ini menggunakan estimasi persamaan simultan dengan pendelatan 3SLS
(Three Stage Least Square) dengan bantuan software Aplikasi STATA 14

Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan fiskal seperti menaikkan belanja gaji antar
propinsi di Indonesia adalah kebijakan yang tidak perlu dikawatirkan pada inflasi, kenaikan belanja
gaji memiliki kecenderungan mempengaruhi konsumsi masyarakat hanya sebatas keinginan untuk
konsumsi (willing to pay). Kemudian kebijakan fiskal seperti menaikan belanja modal bidang
kesehatan bisa menjadi kebijakan yang dianggap mampu meningkatan kapasitas sumberdaya
sehingga dapat memberikan stimulus terhadap peningkatan investasi, namun menaikkan belanja
modal bidang pendidikan dan bidang infrastruktur adalah menjadi hal yang perlu lebih
dipertimbangkan dalam alokasi dan fungsinya agar kedepan mampu memberikan stimulus
terhadap peningkatan investasi. Hasil juga menunjukkan bahwa peningkatan investasi baik berasal
dari dalam maupun dari luar negeri menjadi hal yang sangat penting dan perlu untuk ditingkatkan
dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di setiap propinsi di Indoensia. Selanjutnya,
hasil penelitian ini memberikan justifikasi teori pertumbuhan Solow Swan yang dikembangkan oleh
Olsson (2010) bahwa pola pemikiran neoklasik masih dapat digunakan sebagai analisis peranan
pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: peran belanja pemerintah, inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, 3SLS

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi yang sangat penting untuk melaksanakan
pembangunan ekonomi dan menjadi salah satu tujuan utama dari berbagai kebijakan pemerintah
(Sharipov, 2016; Akinboade & Kinfack, 2015; Kanayo, 2013). Alasanya adalah bahwa pertumbuhan
ekonomi sebagai faktor penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat (Sharipov, 2016).
Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi pengangguran dengan menciptakan tingkat pekerjaan
yang lebih tinggi (Akinboade and Kinfack, 2015) serta mengurang kemiskinan di suatu negara
dengan meningkatkan pendapatan perkapita (Sasmal and Sasmal 2016). Selanjutnya,
pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan produktivitas tenaga kerja yang meningkatkan
pendapatan yang kemudian mendorong pada konsumsi dan investasi yang lebih tinggi (UNDP
2010). Pada gilirannya, peningkatan investasi menciptakan akumulasi modal, yang merupakan

salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Kanayo 2013).
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Namun, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan
dibanyak negara. Data menunjukkan bahwa sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998, kemudian krisis
keuangan tahun 2008, pencapaian pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi sebagian besar
negara termasuk negara-negara berkembang (IMF, 2015). Arus masuk modal menurun, dan
sebagian besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah telah dialaminya (Maurice Obstfeld
2016). Situasi tersebut mengakibatkan tekanan-tekanan ekonomi di sebagian besar negara
berkembang, termasuk Indonesia, sebagaimana dipaparkan dalam (IMF 2015), dimana di Era
sebelum krisis (1997-1998), pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi
dengan rata-rata 6,8%, namun setelah itu pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dengan
tingkat pertumbuhan rata-rata 5.04 atau selalu dibawah 6% (IMF 2015, BPS 2018). Fakta ini dapat
dikatakan bahwa Pasca krisis 1988, pertumbuhan ekonominya tidak mampu melebihi era sebelum
krisis.

Kemudian, jika melihat trend perkembangan share anggaran belanja menunjukkan
peningatan secara terus menerus. Misalnya dalam periode 2010-2017 rata-rata peningakatan
belanja pemerintah per tahun 21% (Gambar 1). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan
belanja pemerintah yang cukup signifikan, cenderung belum dapat menerjemahkan terhadap
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berarti. Kondisi ini juga bisa dikatakan ada
kecenderungan peran pemerintah kurang optimal untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Karena selama 10 tahun lebih pertumbuhan ekonomi belum dapat atau bahwa tidak dapat melebihi
tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum krisis. Bahkan data yang ditemukan menunjukkan bahwa
peringkat Indonesia adalah masih diantara negara-negara berpenghasilan menengah ke bahwa
didunia (World Bank 2017). Selain itu, beberapa ekonom mengeksplorasikan bahwa peningkatan
belanja negara yang rata-rata 50% per tahuan dalam periode 10 tahunan nampak tidak diimbangi
dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1
Perkembangan Anggaran Belanja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
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Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dianggap penting dilakukan pengamatan dan

penelitian tentang analisis peran belanja pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di
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Indonesia. Secara umum, untuk mengetehui peran belanja pemerintah dalam kegiatan ekonomi
dapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal ini terdiri dari dua jenis
anggaran belanja, yaitu belanja langsung yang disebut juga belanja untuk investasi dan belanja
tidak langsung atau disebut juga belanja aparatur. Di tingkat pemerintah propinsi dan kabupaten /
kota direfleksikan juga dengan anggaran belanja, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Terkait dua jenis anggaran belanja tersebut, (Prochniak 2011), (Raisova and Durdova 2014)
menyatakan bahwa anggaran belanja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dua
perspektif yaitu: Pertama, dari perspektif permintaan (aggregate demand), bahwa belanja gaiji,
misalnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa dalam
perekonomian, alasannya secara umum belanja tersebut digunakan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat, atau meningkatkan daya beli. Peningkatan daya beli adalah salah satu
variabel yang menyebabkan peningkatan terhadap permintaan dalam perekonomian. Apabila
pendapatan masyarakat meningkat bukan untuk konsumsi tapi sebagian dari pendapatannya untuk
saving, maka itu juga bisa menjadi investasi. Peningkatan investasi dapat mempercepat akumulasi
kapital yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan argumennya
(Dutt 2006) menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat diubah oleh guncangan permintaan yang
besar, karena meningkatnya pengembalian dan efek histeresis di pasar tenaga kerja dan kendala
neraca pembayaran. Temuan (Hartley and Whitt 2003) menunjukkan juga bahwa guncangan
permintaan permanen atau sementara telah menjadi sumber dominan varian dalam pertumbuhan
output di Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Belanda, AS selama era pasca perang. Di negara-negara
Eropa terbesar, Jerman, guncangan permintaan menyumbang 76 persen dari varians pertumbuhan
output, hanya menyisakan 24 persen untuk guncangan pasokan.

Kedua adalah dari sisi produksi (aggregate supply). Secara umum, diakui bahwa belanja
modal adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas sumber daya, alasanya
secara umum belanja modal digunakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya bidang
kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, dimana ketiga bidang tersebut merupakan prioritas
sebagai perwujudan peningkatan pelayanan dasar seperti penyediaan pelayanan pendidikan
berkualitas, penyediaan layanan kesehatan, dan fasilitas social dan umum yang layak.
Peningkatan kapasitas sumber daya tersebut menyebabkan aktifitas produksi lebih efisien, lebih
cepat dan lebih murah yang mendorong terciptanya investasi, peningkatan investasi akan
menciptakan akumulasi kapital yang dapat memicu output perekonomian. Hal tersebut juga
ditegaskan oleh (Laopodis 2010) bawah peningkatan investasi melalui sisi produksi akan
menciptakan akumulasi modal, yang merupakan salah satu pendorong utama dalam percepatan
pertumbuhan ekonomi dan dianggap sebagai cara peningkatan transfer teknologi dan informasi
(Kanayo, 2013; Fedderke & Romm, 2006; Bhanoji Rao, 2001). Pernyataan yang sama dijelaskan
oleh (Stephen Gitahi Njuru et al, 2014) dalam analisisnya bahwa peningkatan kapasitas sumber

daya (misalnya perbaikkan infrastruktur seperti jalan raya, bangunan gedung pendidikan, gedung



kesehatan, kantor-kantor pemerintah dan lainnya), menyebabkan aktifitas produksi lebih efisien,
lebih cepat dan lebih murah yang mendorong terciptanya investasi.

Sementara itu, dipandang dari sudut teori ekonomi, terkait dampak belanja pemerintah
terhadap pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan berbedaan pandangan, seperti yang
dijabarkan oleh (Ampah and Kotosz 2018) bahwa dalam dekade tahun terakhir, pertumbuhan
ekonomi menjadi perhatian bagi banyak pembuat kebijakan dan tentang pengeluaran pemerintah
juga masih diperdebatkan apakah itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di Banyak
negara, secara umum pengeluaran pemerintah digunakan sebagai kebijakan fiskal, namun
pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tetap dipertanyakan, yaitu oleh dua hipotesis
ekonomi yang telah diuji dengan baik dan telah digunakan oleh analisis ekonomi sebagai dasar
untuk memperdebatkan pengaruh pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu
hukum Wagner dan hipotesis Keynesian (Dogan and Tang 2006) ; (Shafuda, 2015); dan
(Odhiambo 2015).

Dalam (Dogan and Tang 2006) memaparkan Hukum Wagner merupakan model yang
menunjukkan pengeluaran pemerintah bersifat endogen terhadap pertumbuhan ekonomi dan ada
kemungkinan jangka panjang pada pengeluaran publik untuk meningkatkan secara relatif terhadap
sejumlah pendapatan nasional agregat seperti produk domestik bruto (PDB). Menurut Wagner
(1883) dalam (Okoh 2015) bahwa pengeluaran pemerintah merupakan faktor endogen atau hasil,
tetapi bukan merupakan penyebab pembangunan ekonomi. Secara matematis, hipotesisnya dapat
dirumuskan sebagai, G:=(Y:), di mana G menggambarkan pada ukuran sektor publik yang
mencerminkan tingkat pengeluaran pemerintah dan Y berarti tingkat kinerja perekonomian atau
pertumbuhan ekonomi. Dengan kata sederhana, hukum Wagner menyatakan bahwa peningkatan
pengeluaran pemerintah karena pertumbuhan ekonomi (Okoh 2015).

Namun argument lain seperti (Charles R. Nelson, 1982); (Loizides & Vamvoukas, 2005;
Shafuda, 2015); (Odhiambo 2015) dalam karyanya mengupas hipotesis Keynesian bahwa
pengeluaran pemerintah yang ekspansif mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian,
pengeluaran pemerintah dianggap sebagai kekuatan eksogen yang mengubah output agregat.
Alasannya adalah kebijakan fiskal yang proaktif merupakan instrumen penting bagi pemerintah
untuk merangsang kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (Shafuda 2015). Selain itu bahwa
pengeluaran pemerintah dianggap sebagai alat kebijakan ekonomi utama dari demand yang efektif
dan ketika pengeluaran pemerintah meningkat, produksi juga meningkat, dan ini mengarah pada
peningkatan permintaan agregat, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan produk
domestik bruto (PDB) (Charles R. NELSON 1982); (Odhiambo 2015).

Selain dua hipotesis tersebut, (Carboni and Medda 2011); (Sharipov 2016); (Chirwa and
Odhiambo 2018) dalam analisisnya memaparkan bahwa sumber-sumber percepatan pertumbuhan
economi dapat merujuk pada analisis model pertumbuhan neoklasik (Solow 1956b). Dalam
karyanya menjelaskan bahwa perubahan tingkat pertumbuhan jangka panjang didorong oleh

pertumbuhan persediaan modal, tingkat pertumbuhan tenaga kerja (populasi), dan tingkat
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kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen. Mereka menjelaskan bahwa persediaan modal
merupakan diterminan output perekonomian yang sangat penting, karena persediaan modal dapat
berubah sepanjang waktu, kemudian perubahannya ke arah pertumbuhan ekonomi. Investasi dan
depresiasi merupakan dua kekuatan yang dapat mempengaruhi perubahan persediaan modal.
Investasi (investment) mengacu pada pengeluaran anggaran untuk perluasan bisnis dan mesin-
mesin baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Sedangkan, depresiasi
(depreciation) mengarah pada pemanfaatan modal, dan hal itu mengakibatkan persediaan modal
menjadi berkurang. Model pertumbuhan solow dalam (Olsson 2010) menyatakan penambahan
modal untuk investasi akan selalu positif apabila nilai kemanfaatan investasi tersebut lebih besar
daripada nilai depresiasinya, begitu sebaliknya apabila nilai kemanfaatan investasi tersebut lebih
kecil dari nilai depresiasinya, atau bahkan tetap, maka akan berdampak negatif terhadap tingkat
out perekonomian. Model tersebut memaparkan bahwa yang dapat mengoffset atau mengganti
tingkat depresiasi dari persediaan modal adalah peningkatan investasi dengan pemanfaatan
kemajuan teknologi modern (Sharipov 2016).

Beberapa bukti empiris yang telah sedang berkembang dalam 20 tahun terakhir, dan
sejumlah besar literature tentang dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi
tanpa menunjukkan bukti dukungan yang tegas. Ketidaktegasan tersebut seperti yang dijelaskan
dalam penelitiannya (Slemrod, Gale, and Easterly 1995) adanya ketidakjelaskan klasifikasi
program pengeluaran untuk pembangunan, kemudian (Barro 1992), (Milesi-Ferretti and Roubini
1998) bahwa peningkatan belanja pemerintah cenderung ke arah perlambatan pertumbuhan
pendapatan, hasil pengamatannya memunculkan hipotesis bahwa ukuran pemerintah memiliki
dampak negatif pada kinerja ekonomi. selanjutnya (Martin Zagler 2003) terdapat sedikit atau
bahkan hampir tidak ada dampak belanja pemerintah (kebijakan fiskal) terhadap pertumbuhan
ekonomi, (Nijkamp and Poot 2004) membuktikan hubungan kebijakan fiskal dan pertumbuhan
ekonomi agak lemah, dan (Dudzeviit, Liuvaitien, and Simelyt 2017) menemukan pengeluaran
pemerintah tidak jelas terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ini bisa positif atau negatif tergantung
pada negara-negara yang termasuk dalam sampel penelitian, periode estimasi dan variabel yang
mencerminkan ukuran sektor publik.

Mempertimbangkan penelitian-penelitian  tersebut, penelitian ini bermaksud
mengembangkan model pertumbuhan neoklasik Solow (Solow 1956a) dengan memasukkan faktor-
faktor produktif lainnya selain modal dan tenaga kerja, sebagaimana telah dilakukan beberapa
penelitian sebelumnya seperti (N. Gregory Mankiw, David Romer 1992) yang menekankan
pentingnya menambahkan modal manusia ke dalam model Solow, (Walter Nonneman and Patrick
Vanhoudt 1996) yang memerankan human capital dan physical capital dalam perspektif
pertumbuhan endogen, (Bajo-Rubio 2000) yang memasukkan peran pemerintah melalui modal
publik dan transfer secara konseptual yang menganggap pola pikir pertumbuhan Solow akan
mampu menjelaskan perbedaan lintas-negara dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan

pendapatan per kapita. (Kwok and Kwok 2007); (Laopodis 2010) menegaskan percepatan
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perubahan output perekonomian, sangat perlu adanya peningkatan investasi baik investasi publik
maupun investasi swasta,

Berdasakan perspektif tersebut, penelitian ini dianggap perlu dilakukan, selanjutnya dipilih
topik yang lebih spesifik yang dirumuskan dalam judul “Analisis peran pemerintah dalam
percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Topik ini bermaksud menerapkkan dan
membangun teori pertumbuhan Neo Klasik Solow melalui belanja gaji, belanja modal bidang
kesehatan, pendidikan dan bidang infrastruktur yang merefleksikan peran pemerintah dan
beberapa variable-variabel ekonomi meliputi inflasi, pertumbuhan investasi, konsumsi swasta,
pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan anggaran belanja daerah. Maka tujuan utama
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak belanja gaji terhadap inflasi, belanja bidang
kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan investasi, dampak investasi
terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara sistematik, penelitian ini disusun sebagai berikut: tinjauan teori dan literatur yang
relevan dipaparkan dalam Bagian 2; Bagian 3 menjelaskan data dan model penelitian, termasuk
variabel penelitian, spesifikasi model; Bagian 4 menyajikan metode dan estimasi pemilihan model,
Bagian 5 memberikan hasil dan pembahasan. Bagian terakhir menyajikan simpulan dan

rekomendasi.

2. Kajian Teori

Dengan maksud memberikan pemahaman yang lebih baik, kami memberikan landasan
teoritis terkait hubungan antara belanja pemerintah terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dijelaskan dengan tegas dalam (Mankiw 2010) bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara
dipengaruhi oleh stok modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Kemudian Solow
(1956) dalam (Olsson 2010) memaparkan modal adalah faktor penting dalam kegiatan
pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Model
Solow menjelaskan saving adalah penentu penting pada kondisi mapan di mana ekonomi suatu
negara akan memiliki stok modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Sehubungan dengan
konsep hubungan antara belanja pemerintah, saving dan pertumbuhan ekonomi Gambar 2
menggambarkan konsep secara skematis.

Untuk menjelaskan Gambar 3, (Olsson 2010) memaparkan belanja pemerintah dinyatakan
dalam bentuk kurva f(k)?, itu menggambarkan penambahan modal publik dapat mempengaruhi
perubahan modal dan output ekonomi. Dampak peningkatan modal publik diilustrasikan dengan
menggeser output dari titik y' ke y* dan perubahan modal dari titik k1 ke k2. Perubahan ini
disebabkan oleh peningkatan investasi yang lebih besar dari nilai depresiasi. Situasi ini bisa
sebaliknya, artinya jika nilai manfaat investasi lebih kecil dari nilai depresi, itu akan berdampak
negatif pada output ekonomi. Menurut (Olsson 2010) menyatakan tingkat depresiasi investasi atau
biaya dana dari modal akan mempengaruhi perubahan output ekonomi dan teknologi merupakan

penentu utama penting dari pertumbuhan output. Situasi ini sesuai dengan temuan (Sharipov 2016)
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bahwa sesuatu yang dapat mengimbangi atau meng offset tingkat penyusutan adalah teknologi

canggih. llustrasi ini mencerminkan hubungan peningkatan pengeluaran pemerintah yang dapat

mempengaruhi investasi dan pertumbuhan output (Sharipov, 2016)

Beberapa penelitian sebelumnya
seperti , (Hussein and Benhin 2014),
(Emmanuel Nkoa Onggo and Sciences
2014), (Sunny Lbe O 2016), (Daniel
Francois Meyer, Tebogo Manete 2017),
(Seshaiah, Reddy, and Sarma 2018) yang
menyatakan negara dengan penambahan

investasi yang lebih dalam dan lebih luas

dapat mempercepat pertumbuhan
ekonomi. Hasil yang sama seperti (Bhanaji
Rao, 2001), (Lorena Cakerri. Migena
Petanaj. Oltiana  Muharremi, 2014),
(Chirwa & Odhiambo, 2016) vyang
menganalisis penentuan pertumbuhan

ekonomi di negara berkembang dan

negara maju.

Hasil penelitian menyatakan peningkatan modal
fisik, modal manusia dan kebijakan fiskal dan
moneter, demografi, dan faktor teknologi memiliki

pengaruh  positif yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2
The Solow Growth Model and Government
Expenditures
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Kemudian, teori terkait hubungan
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Agregate Supply and Agregate Demand
(Richard T. Froyen 2013).

Gambar 3. Peran belanja terhadap
harga dan output

Output (Y)

Sumber: Richard T. Froyen (2013)

Untuk memahami Gambar 3, beberapa ekonomi
seperti (Raisova and Duréova 2014), (Hartley and
Whitt 2003), (Dutt 2006) menyatakan pengaruh
interaksi permintaan dan penawaran terhadap inflasi
dan pertumbuhan ekonomi adalah suatu asumsi
dasar yang didokumentasilan oleh banyak publikasi
makro,

ekonomi dan dianggap mampu untuk

menganalisa pengaruh variabel-variabel yang
mempengaruhi permintaan misalnya peningkatan
belanja pemerintah, ekspansi jumlah uang beredar,
penigkatan konsumsi masyarakat karena
peningkatan pendapatan perkapita, dan net ekspor
(surplus neraca perdagangan), variabel-variabel
tersebut dianggap mampu menyebabkan peningatan
terhadap permintaan barang dan jasa dalam

perekonomian.



Hal tersebut dapat dianalisis melalui kurva aggeegate demand (AD) dan aggregate supply (AS)
bahwa awal perekonomian dimulai dari titik ikuilibrium A atau kurva ADq , ketika terjadi ekspansi
belanja pemerintah misalnya belanja gaji, peningkatan tersebut dapat berdampak dan
mempengaruhi harga menjadi lebih tinggi yaitu dari titik A ke titik B atau level P ke level Py,
beberapa waktu kemudian, karena adanya peningkatan pendapatan misalnya insentif, gaji atau
sejenisnya, maka peningkatan ini dapat memengaruhi tekanan daya beli (dinyatakan dalam kurva
ADy), peningkatan daya beli ini memicu podusen untuk memproduksi dan menghasilkan barang
jasa ekonomi yang melimpah, keadaan ini dapat menggerakkan titik Q1 ke Q2 yang berarti output
meningkat dan kemudian diikuti penurunan harga yaitu titik B ke titik C, yang berarti harga lebih
rendah. (Klenow and Malin 2010) menjelaskan perubahan harga ini menunjukkan tidak adanya
sticky price atau tidak adanya money ellusion. Fenomena ini merefleksikan hubungan peningkatan
belanja pemerintah yang dapat mempengaruhi perubahan tingkat harga barang jasa dan output
perekonomian.
Berdasarkan kajian teori dan empiris yang dirujuk dalam penelitian ini, dapat diyakini bahwa proses
pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan dengan dua sisi faktor yaitu demand side dan supply
side, sebagaimana dijelaskan oleh (Prochniak 2011), dan juga (Gunarto, Sentri, and Said 2018)
yang menyatakan bahwa dua sisi tersebut memiliki cakupan yang sama, (misalnya investasi
menyiratkan efek sisi permintaan dan sisi penawaran). Kedua sisi faktor tersebut dapat
dimasukkan dalam analisis sumber pertumbuhan PDB. Di satu sisi, faktor sisi penawaran (supply
side) terutama mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang: dengan kata lain
tingkat pertumbuhan potensi PDB. Kelompok faktor ini meliputi, antara lain, input untuk produksi
(modal fisik, modal manusia, tenaga kerja dan teknologi) serta variabel yang mewakili lingkungan
kelembagaan dan kemajuan pasar atau reformasi struktural. Di sisi lain, faktor sisi permintaan
(demand side) adalah elemen permintaan agregat dan memberikan dampak jangka pendek pada
tingkat pertumbuhan ekonomi.
3. Data dan Model Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menguji dan menjelaskan dampak belanja kesehatan,
pendidikan dan belanja infrastruktur terhadap investasi, dampak investasi terhadap pertumbuhan
ekonomi, kemudian, dampak belanja gaji terhadap inflasi, dan dampak inflasi terhadap
pertumbuhan ekonomil. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan bentuk data
panel (pooled-data) yaitu terdiri dari data runtut waktu (time series data) yaitu sekumpulan data
yang relevan selama periode 2012-2017 dan data antara tempat atau ruang (cross section) yaitu
32 propinsi di Indonesia. Adapun data yang dikumpulkan di masing-masing propinsi yang dijadikan
variabel penelitian ini, meliputi: (1) pertumbuhan ekonomi, (2) total belanja (APBD) (3) belanja gaji,
(4) investasi, (5) inflasi, (6) belanja modal bidang pendidikan, (7) belanja modal bidang kesehatan,
(8) belanja bidang infrastruktur, (9) pengeluaran konsumsi dan (10) pendapatan perkapita. Data-
data tersebut diperoleh dan diunduh dari beberapa publikasi, meliputi SEKI (Bank Indonesia)

dengan alamat web https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/seki/, Badan Pusat Statitsik (BPS)
7



https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/seki/

dengan alamat www.bps.qo.id, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan

Republik Indonesia (DJPK) dengan alamat di http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ dan beberapa

sumber situs web lain yang relevan dengan penelitian ini.
Dalam konteks ini, kami menerapkan analisis regresi simultan dalam pendekatan Three

Stage Least Square (3SLS). Menurut Koutsoyiannis (1977) model persamaan simultan adalah
model yang dapat menjelaskan model yang mengandung lebih dari satu persamaan, dan setiap
persamaan tidak dapat mengukur parameter tanpa mempertimbangkan persamaan lain dalam
model. Dalam model simultan, ada dua jenis variabel, yaitu variabel endogen yang merupakan
variabel yang nilainya diukur dan ditentukan dalam model, dan variabel yang ditentukan
sebelumnya adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model Gujarati, Damodar N (2012).
Untuk mengetahui peran pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, dapat digunakan
persamaan simultan dengan model persamaan penelitian sebagai berikut:
a. Model (1) pengaruh belanja gaji, pendapatan perkapita dan konsumsi terhadap inflasi

Inflasi;; = aj.asB_Gaji+ ayPerkapita;;, +az; KONSUMSii; + €t vovvvvvvevvviiiiiiiiiiiiiiiiieeeee, (1)
b. Model (2) pengaruh belanja modal bindang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur

dan inflasi terhadap investasi

Investasiy = B+ BsB_Kes; + B2Pend;; + B3B_Infras;;+ B4Inflasiiy + € it coceeeeveeeeeiiinnnnnnnnn. (3)
c. Model (3) pengaruh inflasi, investasi, dan anggaran belanja pendapatan dan belanja daerah

terhadap pertumbuhan ekonomi

Growth;;, = Bi+ BsInflasii+ Balnvestasiy + B3 APBDii+ € it eevevvvieeiiiiiieeeeiie e, (3)

Dimana:

Growth = adalah pertumbuhan ekonomi

Inflasi = adalah laju Inflasi (dengan pengukuran IHK —IHK / IHK o X 100%)

Investasi = adalah pertumbuhan investasi (dengan pengukurannya adalah PMTB; — PTMB, ; /
PTMB; ; X 100%)

B_Gaiji = adalan rasio total anggaran belanja gaji terhadap PDRB ADHB

APBD = adalah total anggaran pendapatan dan belanja daerah diukur dengan menggunakan
rasio total belanja dengan PDRB ADHB

B_Pend = merupakan total belanja bidang pendidikan yang diukur dengan menggunakan rasio
total belanja pendidikan dengan PDRB ADHB

B _Kes = merupakan total belanja bidang kesehatan yang diukur dengan menggunakan rasio
total belanja pendidikan dengan PDRB ADHB

B_Infra = merupakan belanja bidang infrastruktur yang diukur dengan menggunakan rasio
total belanja bidang infrastruktur dengan PDRB ADHB

Konsumsi = merupakan rasio total pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga dan konsumsi
akhir lembaga non profit terhadap total PDRB

Perkapita = adalah pendapatan perkapita yang diukur dengan total PDRB ADHK dibagi dengan
jumlah penduduk

[ = menunjukkan provinsi

t = menunjukkan tahun pengamatan (2012-2017)

e1iydan €2; = menunjukkan disturbance, aidan i = adalah konstanta (intercep) provinsi i;

4. Metode dan Estimasi Pemilihan Model
Analisis estimasi persamaan simultan dengan pendelatan 3SLS dalam penelitian ini adalah

menggunakan dapat panel atau dapat disebut 3SLS data panel yaitu analisis Three Stage Least
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Square dengan kombinasi antara data cross section dan data times series. Data panel berkarakter
cross section adalah data yang berdimensi individu, sedangkan data panel berkarakter time series
adalah data yang berdemensi waktu. Kedua data tersebut baik yang berkarakter cross section
maupun time series memiliki cara uji yang berbeda. Pada umumnya, pengujian persamaan
simultan dengan data panel dilakukan melalui 3 uji yaitu, Uji Chow adalah tes awal yang berfungsi
untuk menentukan antara model Ordinary Least Square dan Fixed Effect. Uji Hausman adalah
untuk menentukan antara fixed effect model dan random effect model. Ketiga, Uji LM (Langrage
Multiplier) digunakan untuk memilih antara fixed effect model dan random effect model.
Selanjutnya, pengujian persamaan simultan dengan data panel dengan karakteristik times series
adalah melalu uji stasioneritas (Gujarati & Porter, 2009). Berikut adalah hasil estimasi model

persamaan simultan data panel.

Tabel 1
Hasil estimasi permilihan model antara Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect
Equation Chow Test Result Hausman Test Result LM Test Result Justification
Prob> F Prob > chi2 Prob>chibar2
Equation 1 0.9993 0.4716 1.0000 Common Effect
Equation 2 0.0039 0.7819 0.0021 Random Effect
Equation 3 0.0000 0.0021 0.0000 Random Effect

Source: STATA, diolah (2019)
Berdasarkan pada hasil estimasi pemilihan model di (Tabel 1) menunjukkan: Persamaan

(1) dinyatakan cenderung ke Common Effect Model. Hasil tersebut dibuktikan melalui Uji LM
dengan nilai Prob> Chibar2 = 1.000> alpha (0,05). Hasil Uji LM menunjukkan bukti kuat bahwa
persamaan (1) masuk dalam Model Common Effect. Persamaan (2) dinyatakan cenderung ke
Random Effect Model. Hasil tersebut didasarkan pada hasil uji LM dengan nilai Prob> chibar2 =
0,0021 <alpha (0,05). Hasil Uji LM ini memberikan bukti kuat bahwa persamaan (2) dapat
dinyatakan Model Random Effect. Persamaan (3) dinyatakan ke Random Effect Model. Hasil
tersebut dibuktikan dengan melalui uji LM dengan nilai Prob> Chibar2 = 0.000 < alpha (0.05). Hasil
uji LM ini memberikan bukti kuat bahwa persamaan (3) masuk ke Random Effect Model. Merujuk
pada (Gujarati and Porter 2009) bahwa jika suatu persamaan memiliki kategori random effect,
maka variabel dalam persamaan tersebut harus diuji stasioneritasnya, dan jika suatu persamaan
dalam model cenderung atau memiliki kategori fixed effect atau common effect, maka tidak perlu
diuji stasioneritasnya. Tarkait argument tersebut, berikut adalah hasil uji Stasionritas.

Tabel 4.2
Hasil uji Stasionaritas
LLC LLC
Variabel (Levin, Lin & Chu) Variabel (Levin, Lin & Chu)
t-statistic probabiltas t-statistic probabiltas
Growth -13.3521 0.0000 Konsumsi -15.4418 0.0000
Investasi -12.6757 0.0000 B_kesehatan -7.03348 0.0000
Inflasi -10.5503 0.0000 B_pendidkan -7.88883 0.0000
Belanja gaji -2.67582 0.0000 B_infrastruktur -7.67779 0.0000
Perkapita -3.40471 0.0000 | Total abpd (apbdr) -3.58330 0.0000

Sumber: Hasil analisis, diolah (2019)

5. Hasil dan Pembahasan

Setelah pengujian pemilihan model dilakukan dan sudah memunuhi asumsi analisis
persamaan semultan dengan pendekatan 3SLS (Tree Stage Least Square), maka berikut
adalah secara jelas menggambarkan hasil uji persamaan simultan pada Tabel 2
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Tabel 3

Hasil Uji Persamaan 3SLS

Equation Coef Std.Err. z P>|z|
inflasi
belanja_gaji -14.12975 19.14999 -0.74 0.461
per_capita .0000891 .0000359 2.49 0.013
konsumsi .010851 .0556674 0.19 0.845
cons -.8995493 3.83523 -0.23 0.815
Investasi
belanja_bidang_kesehatan .0001006 .0000534 1.88 0.060
belanja_bidang_pendidikan -.0000482 .0000318 -1.52 0.129
belanja_bidang infrastruktur .0000152 .0000178 0.85 0.394
inflasi -.0067084 .0022929 -2.93 0.003
cons .0703763 .0087205 8.07 0.000
Pertumbuhah_ekonomi
inflasi -.0003643 .0012992 -0.28 0.779
investasi .6265277 2313395 2.71 0.007
apbdr -.1680461 1216524 -1.38 0.167
cons .0281738 .0113251 2.49 0.013
Endogenous variables | inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi
Exogenous variables | belanja_gaji  per_capita  konsumsi  belanja_bidang_kesehatan
belanja_bidang_pendidikan belanja_bidang_infrastruktur apbdr

Sumber: STATA, diolah (2019)

Berdasarkan pada hasil uji 3SLS, maka dapat menjawab tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak belanja gaji terhadap inflasi. Secara statistik, menunjukkan belanja gaji
tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi, dimana dibuktikan dengan perolehan nilai p-value
sebesar 0.461 > alpha (0.05). Hal ini mengandung arti bahwa peningkatan pengeluaran
pemerintah bidang belanja gaji belum tentu mempengaruhi laju inflasi. Kondisi ini dimungkinkan
ketika kebijakan fiskal seperti menaikan belanja gaji, ada kemungkinan dapat mempengaruhi
perubahan harga menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, pada jangka waktu tertentu, karena ada
peningkatan pendapatan misalnya kenaikan gaji, insentif dan sejenisnya, keadaan ini dapat
mendorong daya beli, tekanan daya beli ini mampu mendorong para produsen untuk memproduksi
dan menyediakan barang dan jasa ekonomi, maka ouput perekonomian bertambah dan
meningkat. Dengan melimpahnya barang dan jasa tersebut menyebabkan harga turun (lower
price). Secara singkat dapat dikatakan bahwa peran pemerintah melalui kebijakan fiskal seperti
menaikkkan belanja gaji belum tentu dapat mempengaruhi inflasi, atau dapat dikatakan bahwa
belanja gaji hanya mampu mempengaruhi konsumsi masyarakat sebatas keinginan untuk
konsumsi (willing to pay). Seperti dalam teori Aggregate Demand dan Aggregate Supply dalam
(Parkin 2012) yang menggambarkan bahwa ketika pemerintah melakukan kebijakan fiskal
misalnya menaikkan belanja gaji, peningkatan ini dapat mempengaruhi tingkat harga barang dan
jasa ekonomi lebih tinggi dari sebelumnya, beberapa waktu, ketika terjadi peningkatan pendapatan
seperti gaji, insentif dan sejenisnya, peningkatan ini mendorong daya beli, tekanan daya beli ini
memicu para produsen untuk memproduksi dan menyediakan barang dan jasa ekonomi, kondisi
ini menyebabkan output perekonomian meningkat, dengan melimpahnya barang dan jasa ekonomi
akan diikuti penurunan harga. Maka, keadaan ini sejalan dengan (Klenow and Malin 2010)
menjelaskan perubahan harga dalam ekonomi menunjukkan tidak adanya sticky price atau tidak

adanya money elusion.
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2. Bagaimana dampak belanja kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terhadap investasi.
Secara statistik, menunjukkan belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap investasi. Hal
tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai p-value variable belanja bidang kesehatan sebesar
0.060 < alpha (0.10) dengan nilai koefisien bertanda positif sebesar .0001006. Hal ini mengandung
arti bahwa peningkatan belanja bidang kesehatan mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya
yang nilai kemanfaatannnya besar untuk masyarakat pada umumnya, menyebabkan cost atau
beban masyarakat menjadi lebih kecil, keadaan ini memberi stimulus peningkatan investasi.
Peningkatan investasi ini dapat menciptakan proses akumulas modal yang cepat sehingga dapat
mempengaruhi persediaan modal bertambah. Namun peran belanja modal bidang pendidikan
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi. Secara statistik, pernyataan tersebut
dibuktikan dengan perolehan nilai p-value variabel belanja bidang pendidikan sebesar 0.129 >
alpha (0.05) dan ada kecenderungan negatif yaitu dengan melihat nilai koefisien sebesar (-
.0000482). Hal ini berarti bahwa peningkatan belanja bidang pendidikan belum dapat memberikan
konstribusi positif terhadap pertumbuhan investasi. Ketidaksignifikan ini berarti kebijakan fiskal
bidang pendidikan belum dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya yang menstimulus
peningkatakan investasi, misalnya masih tingginya cost penyediaan ilmu pengetahuan, cost
sumber-sumber energi yang masih tinggi, cost penyediaan technologi dan logistic lainnya yang
masih mahal,sehingga dengan mahalnya kapasitas sumberdaya tersebut dapat menghambat
proses akumulasi modal, sehinnga peran belanja pendidikan belum mampu mempengaruh dan
menstimulus pertumbuhan investasi. Demikian juga, peran belanja bidang infrastruktur tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara statistik pernyataan tersebut
dibuktikan dengan perolehan nilai p-value variabel belanja bidang infrastruktur sebesar 0.394 >
alpha (0.05) dengan nilai koefisien sebesar .0000152. Hasil ini berarti peran belanja bidang
infrastruktur belum dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya yang murah, yaitu masih mahalnya
biaya penyediaan pembangunan infrastruktur misalnya, jalan Kereta, Pelabuhan, Jalan Tol, Listrik,
Bandara, bendungan, dan logistik lainnya. Dengan tingginya cost penyediaan infrastruktur tersebut
menjadi hambatan peningkatan investasi, dan bisa menjadi sangat kecil memiliki peluang untuk
perluasan usaha atau investasi bahkan sangat sulit untuk mengakumulasikan modal, sehingga
keadaan bisa menghambat proses akumulasi modal. Sehingga peran belanja infrastruktur belum
mampu mempengaruhi dan menstimulus pertumbuhan investasi. Hasil ini sejalan dengan
penelitian sebelumnya seperti (Akinlo and Oyeleke 2018), (Norashida Othman, Zulkornain Yusop,
Gul Andaman 2018), bahwa belanja publik dapat menstimulus investasi. Kemudian, (Laopodis
2010) menyatakan dalam beberapa keadaan, pengeluaran publik, seperti pengeluaran
infrastruktur bidang kesehatan dan pengeluaran umum lainnya menstimulus investasi.

3. Bagamana dampak pertumbuhan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara statistik
menunjukkan pertumbuhan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonoi.
Pernyataan tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai p-value variable investasi sebesar 0.007 <

alpha (0.05) dan dengan nilai koefisien bertanda positif sebesar .6265277. Hal ini mengandung arti
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bahwa peningkatan investasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebaliknya jika terdapat
penurunan investasi dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan
dengan pemikiran teori neoklasik yang dikembangkan Olsson (2010) bahwa setiap tambahan
investasi baru akan mempengaruhi perubahan persediaan modal, dan penambahan persediaan
modal berarti juga pertumbuhan ekonomi. Jika cost (atau tekanan harga) dari investasi baru lebih
kecil dari return maka menyebabkan persediaan modal bertambah. Baik Investasi dari sektor
publik maupun dari sektor swasta memiliki dua nilai menurut pemikiran neoklasik yaitu niai cost of
fund (depreciation) karena tekanan harga dan nilai return. Semakin rendah cost of fund dari suatu
investasi semakin cepat mendorong out perekonomian yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi.
Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumya seperti (Adams 2009), (Hussein and Benhin 2014),
(Emmanuel Nkoa Onggo and Sciences 2014); (Sunny Lbe O 2016); (Daniel Francois Meyer,
Tebogo Manete 2017), (Seshaiah, Reddy, and Sarma 2018) yang menyatakan Negara-negara
dengan penambahan investasi yang lebih dalam dan lebih luas dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi. Kemudian, (Bhanoji Rao 2001), (Lorena Cakerri. Migena Petanaj. Oltiana Muharremi
2014), (Chirwa and Odhiambo 2016) menyatakan secara umum peningkatan modal fisik (physical
capital), human capital, kebijakan fiskal dan moneter, demografi, dan faktor-faktor teknologi
memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4, Bagaimana dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonoi. Secara statistik menunjukkan
inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. pernyataan tersebut
dibuktikan dengan perolehan nilia p-value variabel inflasi sebesar 0.779 > alpha (0.05) dengan
nilai koefisien -.0003643. Hal ini mengandung arti tingkat inflasi pada periode penelitian tidak
berpengaruh pada perekonomian. Hasil ini menggambarkan inflasi merupakan salah satu
kekuatan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurur teori pertumbuhan neoklasik Solow
dalam (Olsson 2010) bahwa inflasi dapat diterjemahkan sebagai cost of fund dalam kegiatan
perekonomian, jika cost of fund atau depreciation dalam modal investasi lebih kecil dari return
investasi maka secara signifikan dapat mendorong perubahan output perekonomian yang berarti
juga pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Maka, hasil analisis tersebut merefleksikan pola
pemikiran klasik, dimana jika ika sf(k) lebih besar daripada ok, maka rasio modal dan pekerja k
akan menaik. Sebaliknya jika depresiasi sebegitu besar, dan diminishing return mengurangi
manfaat marginal dari investasi pada modal baru yang sf(k) - 6k maka k akan negative dan akan
turun. Hasil ini sejalan dengan penelitiannya (Alexander 2010), (Attari and Javed 2013); (Behera
2014) yang menyatakan bahwa tingkat laju inflasi tidak ada pengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi, dan juga tidak hubungan kausalitas. Hasil penelitian lainnya (Akinsola and
Odhiambo 2017) dalam analisisnya menemukan bahwa dampak inflasi pada pertumbuhan
ekonomi bervariasi dari satu negara ke negara dan dari waktu ke waktu. (Vinayagathasan 2013),
(W. Madurapperuma 2016), (Mario Svigir 2017) menemukan bahwa laju inflasi menghambat

pertumbuhan ekonomi ketika melebihi 5,43%.
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6. Simpulan

Hasil menginformasikan bahwa menaikkan besaran kebijakan fiskal yang dilakukan
pemerintah seperti belanja gaji, insentif, dan sejenisnya adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan,
karena menaikan belanja tersebut tidak memiliki kecenderungan mempengaruhi tingkat inflasi,
bahkan dapat mendorong output perekonomian. Hal tersebut telah dibuktikan hasil analisis
penitilian ini bahwa ketika ada peningkatan belanja gaji memang dapat mempengaruhi harga yang
lebih tinggi, namun dalam beberapa waktu, dengan adanya peningkataan pendapatan akan
menyebabkan daya beli meningkat, keadaan ini memicu para produsen untuk memproduksi dan
menyediakan barang dan jasa ekonomi atas tekanan peningkatan daya beli, maka output
bertambah dan meningkat, yang kemudian diikuti penurunan harga karena ketersediaan barang
dan jasa ekonomi. Maka keadaan ini memberikan rekomendasi bahwa kebijakan untuk menaikkan
belanja gaji merupakan hal yang tidak perlu dikawatirkan, karena kebijakan tersebut selain tidak
mempengaruhi laju inflasi, bisa juga dianggap menjadi salah satu kebijakan yang dapat mendorong
kecepatan kegiatan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi meningkat.

Hasil memaparkan bahwa kebijakan fiskal seperti belanja modal bidang kesehatan
merupakan belanja investasi yang dianggap mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya yang
dapat menekan cost penyediaan kebutuhan kesehatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas
seperti keadaan rumah sakit, dokter, tenaga medis, alat-alat kesehatan yang terbaru, dan logistik
lainnya, sehingga peningkatan kapasitas sumberdaya ini dapat menstimulus pertumbuhan
investasi, peningkatan investasi tersebut akan mempercepat proses akumulasinya dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun belanja bidang pendidikan merupakan belanja investasi
yang dianggap belum mampu untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya, yang menekan cost
penyediaan kebutuhan penddikan, seperti tingginya cost untuk sarana prasarana pendidikan,
tingginya cost penyediaan logistik seperti ilmu pengetahuan, tehnologi informasi, dan sumberdaya
lainnya. Demikian juga belanja bidang infrastruktur adalah salah satu belanja modal yang juga
dianggap belum dapat menekan cost penyediaan kebutuhan infrastruktur seperti pembangunan
jalan Kereta, Pelabuhan, Jalan Tol, Listrik, Bandara, bendungan, dan logistik lainnya. Penyediaan
infrastruktur yang mengandung cost yang tinggi dapat menyebabkan biaya logistic menjadi sangat
mahal, dampaknya menjadi daya saing menjadi rendah. Keadaan ini dapat menjadi hambatan
terhadap peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga menghambat
pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menginformasikan bahwa menaikkan anggaran investasi
bisa menjadi salah satu instrument untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal
ini untuk menaikkan anggaran investasi bukan hanya berasal dari pengeluaran pemerintah (public
sector) namun sektor swasta (private sector) juga sangat memiliki peran dalam meningkatkan
investasi. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan
belanja pada sektor pemerintah, karena kemampuan keuangan negara sangat terbatas, jadi peran

swasta baik dari dalam maupun luar negeri menjadi sangat penting.
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